
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 93 TAHUN 2018 

TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  

 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 - 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang  : bahwa dalam rangka pencapaian target Pembangunan Jawa 

Timur Tahun 2019, melalui strategi pengarusutamaan 

gender bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, dan melaksanakan 

ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu menyusun 

Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah 

Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-

2019; 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara 

Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 

 

Undang-Undang 
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang 

Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam 

Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 3836); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3886); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Rencana  Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Rencana  Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 

2014 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 63); 

 

MEMUTUSKAN 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI 

DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI       

JAWA TIMUR TAHUN 2018 - 2019. 

 

Pasal 1 

 

  Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Rencana Aksi 

Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2018 – 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

 

Pasal 2  

 

(1) Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Daerah 

Pengarusutamaan Gender  sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1, terdiri atas prasyarat komponen kunci 

pelaksanaan PUG dan isu-isu prioritas pembangunan 

daerah. 

(2) Prasyarat komponen kunci pelaksanaan PUG 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. komitmen politik; 

b. kerangka kebijakan; 

c. struktur dan mekanisme Pemerintah; 

d. sumberdaya yang memadai; 

e. sistem informasi dan data terpilah; 

f. alat analisis; dan 

g. dorongan masyarakat madani kepada Pemerintah. 

(3) Isu-isu prioritas pembangunan daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus dikaitkan dengan program 

prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah Jawa 

Timur. 

 

Pasal 3  

 

Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Daerah 

Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 4 
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Pasal 4 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

 

 Ditetapkan di Surabaya 

 pada tanggal 24 September 2018 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  24 September 2018 

an. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640319 198903 1 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 93 SERI E. 

 


